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Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak 
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 
Pembatasan Pelindungan Pasal 26  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak 
berlaku terhadap: 
i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk 

pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan 
penyediaan informasi aktual;  

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;  

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk 
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah 
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan  

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu 
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak 
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser 
Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta 
rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Kata Pengantar 
 

 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, saya bersyukur karena telah mampu 

menyelesaikan rangkuman praktis ini, berjudul "Panduan Cepat 

Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menuju 

Profesional Pengadaan". Buku ini dirancang sebagai sumber 

belajar ringkas dan komprehensif untuk mahasiswa, pelajar, 

dan siapa saja yang berminat dalam bidang pengadaan 

barang/jasa pemerintah. 

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih 

yang tulus kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan 

(Pusdiklat LKPP) yang telah mengembangkan dan 

mempublikasikan enam Bab kompetensi pengadaan 

barang/jasa pemerintah level 1. Tanpa kerja keras dan dedikasi 

mereka, buku ini tidak akan mungkin ada. Saya sangat 

menghargai upaya Pusdiklat LKPP dalam memberikan 

pengetahuan dan pemahaman yang mendalam kepada 

masyarakat mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 
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Dengan segala hormat, saya memohon izin untuk 

meringkas dan mengaplikasikan copy writing dari Bab-Bab 

tersebut ke dalam buku ini. Tujuan utama dari rangkuman ini 

adalah untuk membuat materi tersebut lebih mudah diakses dan 

dimengerti oleh pembaca, terutama mahasiswa dan pelajar yang 

sedang mengejar pendidikan mereka di bidang ini. Saya 

berharap, melalui buku ini, pembaca dapat memahami poin-

poin penting dari keenam Bab dengan lebih cepat dan efisien, 

namun pada s etiap pembahasannya saya menambahkan 

dengan berbagai studi kasus untuk memudahkan pemahaman 

pembaca. 

Dalam proses penulisan buku ini, saya berusaha untuk 

menjaga integritas dan akurasi informasi yang ada dalam Bab-

Bab asli, sambil mengemasnya dalam format yang lebih ringkas 

dan mudah dipahami. Namun, jika ada kesalahan atau 

kekurangan, saya dengan rendah hati menerima kritik dan saran 

untuk perbaikan di masa mendatang. 

Akhirnya, saya berharap "Panduan Cepat Kompetensi 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menuju Profesional 

Pengadaan" ini dapat menjadi panduan yang berguna dan 

membantu Anda dalam perjalanan belajar mengenai pengadaan 

barang/jasa pemerintah. Selamat membaca, dan semoga 

berhasil dalam semua usaha Anda. 

Terima Kasih, 

 

Agus Arif Rakhman, M.M. 

HP 085330686593 
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